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A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari
kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan.pemerintah. Struktur APBD menggambarkan
arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi
penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan APBD
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana Pertimbangan dari Pemerintah
Pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerin{aa'rjfl daerah mempunyai peranan penting dalam
pembangunan dimana peranan PAD diharapl.ﬁan"dan diupayakan dapat menjadi penyangga
utama dalam membiayai kegiatan pembangun.;;n dl daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah
harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan
demikian akan memperbesar tersedianya keuaﬁgan daerah yang dapat digunakan untuk
berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Mengelola PAD tidak akan lepas dari
aspek perencanaan, pembangunan, pelayanan, monitoring, evaluasi serta penyusunan.
Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan
adalah terciptanya arah dan sasaran yang tepat dalam pencapaian dari waktu ke waktu
sebagai acuan dalam operasional instansi yaﬁg bersangkutan. Penelitian dan Verifkasi Data
Pelaporan Pajak Daerah sangat diperlukan karena belum optimalnya kesadaran Wajib Pajak
dalam melaporkan pajaknya. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran PAD dari

Pajak Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 S$ebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. :

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

F.

Maksud dari Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah adalah untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan keadaan di lapangan.
Tujuan dari Kegiatan ini adalah agar terciptanya tertib administrasi terutama keakuratan data
objek pajak Daerah sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi objek pajak serta pendataan
objek pajak daerah baru di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi yang akurat tentang jumlah wajib pajak,
objek pajak serta jumlah penerimaan pajak daerah dan piutang pajak daerah.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
meliputi: ‘

1. Melakukan pendataan dan tinjauan lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah dan
Objek Pajak Daerah.

2. Melakukan kooordinasi dengan Instansi yang terkait

3. Melakukan penetapan Pajak Daerah

WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran 2022 (Januari-Desember 2022)
dengan rincian sebagai berikut :
— Penyusunan Kerangka Acuan Kerja.’
~ Membuat Standar Operasional Prosedure
— Menyusun Schedule Pendataan dan tinjauan lapangan terhadap WP dan OP.
— Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan
— Melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang umum lainnya yang ditugaskan oleh
pimpinan

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan
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G. HASIL/KELUARAN

Hasil yang dicapai dari terlaksananya Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis
Data Pajak Daerah Tahun 2022 adalah:

1. Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) PBB-P2 Tahun 2022
sebanyak 156.000 buah. ‘

2.  Pemutakhiran data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) PBB-P2 Tahun
2022 sebanyak 250 buah.

3. Terbitnya Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) BPHTB sebanyak 600 buah.

Tersedianya Aplikasi Pendaftaran PBB dan BPHTB secara Online .

5. Tersedianya Basis Data Pajak Daerah serta Potensi Baru Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Perdesaan dan Perkotaan dengan Akurat dan Jelas.

b

H. SUMBER PENDANAAN

jumlah Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebesar Rp. 344.336.950,- ( Tiga ratus empat puluh empat
juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah ) yang berasal dari dana

APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui Oleh - : Dibuat Oleh :

Kuasé Pengguna Anggaran PPTK
Kabid Pengeljpla¥ ” enéa tan Daerah Kasubbid PBB dan BPHTB

NIP. 19781017 200902 2 004

Diketahui oleh:

P
LAAN KEUANGAN
ASET DAERAH
ELATAN

/

Pembina (1V/a)
NIP. 19780528 200501 2 004






